










Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional, oleh karena itu pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) agar terwujud suatu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Berkaitan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka titik berat dari penindakan atau pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya adalah dalam rangka upaya penyelamatan keuangan negara yang ditempuh dengan berbagai cara, diantaranya dengan melakukan pelacakan atau pengejaran pelaku tindak pidana korupsi, penyitaan barang-barang atau harta benda (kekayaan) yang diduga ada kaitannya dengan korupsi atau dengan pemberian hukuman berupa pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan terhadap para pelaku korupsi. Selanjutnya agar pelaku tindak pidana korupsi tersebut dihukum dengan hukuman (pidana) yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bertolak dari latar belakang penelitian tersebut diatas, maka kiranya identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :Bagaimanakah ketentuan pengaturan mengenai pidana pembayaran uang pengganti sebagai sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi? Bagaimanakah pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi? Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan dalam pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti serta upaya apa saja yang telah ditempuh oleh Jaksa dalam mengatasi kendala-kendala tersebut? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan data sekunder, bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis dan menarik kesimpulan dari masalah yang digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik
Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan pada bab iv maka dapat disimpulkan:Kedudukan dan Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Undang-undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dikaji dari ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Komisi Pemberantasan Korupsi merasa berhak untuk melakukan penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Kebijakan penanggulangan tindak pidana money laundring oleh KPK agar Kewenangan KPK tidak Berbenturan Dengan Institusi Lainnya dengan mendasarkan pada Undang-undang No. 30 Tahun 2002 dengan sangat jelas dirumuskan bahwa dalam melakukan tugasnya KPK harus melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini jelas instansi tersebut adalah kepolisian dan kejaksaan, karena KPK jelas bisa mengambil alih perkara yang sedang ditangani oleh kepolisian dan/atau kejaksaan berdasarkan alasan-alasan tertentu. 





	Corruption is an act that is very detrimental to the state's finances or economy and can hinder the national development process, therefore eradication of corruption needs to be increased professionally, intensively and continuously (Law Number 30 of 2002 concerning Criminal Eradication Commission Corruption) in order to realize a just and prosperous society in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. Related to the matters mentioned above, the emphasis of prosecution or eradicating corruption is one of the efforts to save state finances. taken in various ways, including by tracking or chasing perpetrators of corruption, confiscation of goods or property (wealth) that are allegedly related to corruption or by giving penalties in the form of criminal payment of substitute money as an additional criminal I am corrupt. Furthermore, in order for the perpetrator of corruption to be punished with a fair (criminal) sentence in accordance with his actions and the prevailing laws and regulations, Starting from the background of the above research, then the identification of the problem is as follows: What is the regulatory provisions regarding criminal payment substitute money as additional criminal sanctions in criminal acts of corruption? How is the implementation of criminal payment for replacement money in a criminal act of corruption? What obstacles have been faced by the Prosecutor as the executor of the court decision in the implementation of the criminal payment and what efforts have been made by the Prosecutor in overcoming these obstacles?
	This study uses a normative juridical approach, which is a method that uses secondary data, primary legal materials, namely legislation. Secondary legal materials are legal theories and opinions of scholars, which are then analyzed and draw conclusions from the problems used to test and review these secondary data. This approach method is used considering the problems studied range from legislation and its relation to application in practice.
	Based on the discussion that the author did in chapter iv, it can be concluded: The Position and Function of the Corruption Eradication Commission in Handling Money Laundering Crimes based on Law Number 30 of 2002 Law No. 30 of 2002 concerning the Commission for the Eradication of Corruption in Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes can be assessed from the provisions of Article 75 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering, the Corruption Eradication Commission feels entitled to prosecute Money Laundering.The policy of overcoming the crime of money laundring by the KPK so that the authority of the KPK does not conflict with other institutions based on the Law No. 30 of 2002 very clearly formulated that in carrying out its duties the KPK must coordinate with agencies authorized to eradicate corruption. This is clear that the agency is the police and prosecutor's office, because the KPK clearly can take over cases that are being handled by the police and / or prosecutor's office based on certain reasons.
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